BUPATI J EMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR © TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
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Menimbang : a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan /Paﬁ 43
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentafig Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 /’Palﬁm 16 tentang

Perangkat Daerah dan Pera‘w ﬁ\ $éb ten Jember
Nomor 1 Tahun 2022 tent | 7 tas Pe uran Daerah—

Kabupaten Jember No

emb kan
dan Susunan Pe t(}ﬁ % p ru\ " enyesuaian
terhadap ,Pcratuﬁa Eu ﬁ ‘%kan Susunan
Orga_m?/asﬂ ?I‘}}ga \c% ﬁum i| serta at{ erja Dinas Kesehatan

1 ] b dasfa %‘\ & «tlg;\bangan sebagaimana dimaksud dalam
: 1hu b ;rerlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

| Stréunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
ff(ér}a Dm( Kesehatan Kabupaten Jember.
Mengingat}_,.,e“I.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
v e Indonesia Tahun 1945;

T 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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. Peraturan Pernermtal} ot
Pegawai Negeri- Slpﬂ ‘(
2017 nom/ 63 lta ahan
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nerfior
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind)es‘l/ Nomor

5887), sebagaimana telah diubah dengan Per: tm‘a Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran M Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tamba/h.affALeﬁhbaqan N

Indonesia Nomor 6402);

un AY t/ nta Mmajemen
ol R&\qpﬂﬂlkind”onesm Tahun
Republik Indonesia
“diubah dengan Peraturan
ahun” 2020 tentang Perubahan atas
al‘f)&lemor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
g 'r I “(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ai
| %\? Q,nomer 6'8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

omor/6477),

B/ﬁeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

10.

11.

dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

ra Republik {



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan
Struktur  Organisasi Pada Instansi Pemerintah  Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

Menetapkan :

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJAD
KESEHATAN KABUPATEN JEMBER.

epala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember.

6. Sekretrariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember,

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



12. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat
UOBK adalah Unit Organisasi bersifat Khusus pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember.

13.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang
Kesehatan.

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah d/a,n
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Da

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merppunyal tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bida ;Kc ehatan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Bemﬁ?ntuan/y g diberikan

kepada Daerah Kabupaten Jember/// '
(4) Dinas dalam melaksanakan tugas- kr(an/

(3) menyelenggarakan funrf;f ’
a. perumusan _ kcb/ja

pencqgahan farj pe

AN s

/| \lsﬁ hétarl masyarakat
/akit p/elayanan kesehatan,
perbekalan kesehatan rumah

sx hl’c}l\{et

) lsé‘r a\sumber daya kesehatan;
| Pt naan| “keb j@an “di bidang kesehatan masyarakat,
‘ﬁ \a‘pé‘ 1cegahan dan - -pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
/ ke&rmaman “alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya

; ‘kcsehatan
& pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
’ masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber
daya kesehatan,

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;



b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terditi atas Kelompok
Jabatan Fungsional;
g. UPTD;
h. UOBK; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawap o
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Baglan ng berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada

I|“
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.11l° “'.,\ ekreéal’atmjaL saimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

',v" !r't w, u*r{lf b, /mpunyal tugas merencanakan, melaksanakan,

| \meﬁglgoerﬂmamkan dan mengendalikan kegiatan administrasi

“’l’__,“ umUm kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

_/;,/ " serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, Kkepegawaian, perencanaan dan
Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

—
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d.

pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Dinas;
menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanasrdan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya; -

menyiapkan bahan telaahan dan pe
menyiapkan dan mengkoordifia ?‘ﬂi
jabatan dan analisis

rmasi;
an analisis
Dinas;

)

ptituhan l:,
i .

; =sbutuhan

i A D
ddminisirasi dan melaksanakan
dan pendistribusian

\%. /melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan

“kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

merencanakan dan mematakan rehabilitasi sarana
prasarana dinas beserta jaringannya;

melaksanakan perancanaan kebutuhan tenaga non
kesehatan dan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan;

melaksanakan koordinasi dan administrasi penempatan
tenaga kesehatan dan non kesehatan;

. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan

pegawai, disiplin dan budaya kerja pegawai;

melaksanakan administrasi penilaian angka  kredit
fungsional tenaga kesehatan dan non kesehatan;
melaksanakan advokasi dan koordinasi penanganan hukum
bidang kesehatan;

menyiapkan dan menginventarisasi produk hukum bidang
kesehatan;




q. melaksanakan kehumasan dan advokasi;
r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {1} huruf b angka 2, mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan
penyusunan perencanaan strategis danh perencanaan
tahunan OPD;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data informasi OPD;

¢. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada_ sy
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d. mengumpulkan bahan dan pengkoordina penyusunan
laporan kinerja, laporan penyeler f pemerintahan
} s€ ua.l peraturari

f %
englimpulan

4o

B AN
(d jA évfw dési dan pengendalian

dan anggaran;

2 elal sanakan pengembangan sistem
chiatan dan pembangunan serta
irdn data standar pelayanan kesehatan pada

. memberikan advokasi, koordinasi lintas program dan lintas

sektor perencanaan program kegiatan dan pengembangan
sistem informasi keschatan,

i. melaksanakan asistensi penyusunan program dan
pengembangan sistem informasi kesehatan pada dinas;

dan
J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan
tugas.
Bagian Kedua
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 7

{1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan kebijakan operasional di bidang Kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan




masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan  masyarakat, kesehatan  lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan  masyarakat, kesehatan  lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan  masyarakat, kesehatan  lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan  masyarakat, kesehatan  lingkurgan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Bagian Keti @
Bidang Pencegahan Pef ﬁﬂ/% I

(1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

fungsi meliputi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan
Jiwa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan
Jiwa,

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan

Jiwa;



d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilan,
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyal tugas :

a. melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di
bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan
Rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan
kesehatan tradisional dan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas; dan _

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dirfas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempuny' ingsi meliputi:

a. penyiapan perumusan kebijak ional di bidang

pelayanan kesehatan pri 1 yagan keschatan
rujukan termasuk it L‘ a Jamingh
Mutu pelayanasm kesghd

b. penyiapas iohal di bidan
pe ’Yl | fp\e &

esehatan rujukan
afiya dan Jaminan Mutu

-=_- \$e AL ,’“
ﬁ Lkl ezzyl |-. birigan teknis dan supervisi di bidang
%2 elay P esehatan primer dan pelayanan kesehatan
{,1 kan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan
,Lf utu serta pelayanan kesehatan;

"~ d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu serta
pelayanan kesehatan; dan

¢. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 10

{1} Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia



kesehatan, dan pembiayan kesehatan serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi
meliputi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia
Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
serta sumber daya manusia kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan; dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

BAB IV il

UPTD e /j
Pasal 11— | / Al

7 \|'»«

| ks télﬁnll
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(1) UPTD merupakan Jopera al‘/

Dinas. e — /J ‘
(2) UPTD di ‘% 1 gi!g// Uﬁf)/yang berada di
J berta epala Dinas.
3] ” PTD dibn 1 ata Usaha

A :
r a F] | SL} I aLa“"ﬁsaha yang dipimpin oleh Kepala Sub
,A |'| \| ! Bagmarr “Tafa Usaha yang berada di bawah dan
| . \\_/be }tanggung]awab kepada Kepala UPTD.

“' " 'iﬁ} Jumlah Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian

P tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
UOBK
Pasal 12

(1) Pada Dinas Kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat Rumah
Sakit Daerah sebagai UOBK.

(2) Sebagai wunit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian.

_/‘f-



(3)

(©)

Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di  bidang
kesehatan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerapkan pola pengelolaan keuangan DBadan Layanan
Umum Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja UOBK Rumah Sakit Daerah ditetapkan oleh
Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyaj.-tiigas| melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fung ‘siin masging ~ masing
1

berdasarkan ketentuan peraturan pe

X Y
Gangan,
i

L
ipna aganfiana dimaksud dalam
| bjangka-3, huruf ¢, huruf d, huruf e,

rifah tenaga fungsional yang terbagi

ahliabriya:
elompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
syat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.,
Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-
masing uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
pejabat yang berwenang.
Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.



BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kelompok Jabatan Fungsional serta wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

{4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib merigikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung. jawab pada
atasannya masing-masing serts ey AR, #{aﬁ laporan
berkala tepat waktu. _ r" /

{5) Setiap laporan t
organisasi dan
seba

Jdiﬂl pimpinan satuan
_ub\d o aﬁ dipergunakan
a1 ity _ anilaporan €bih lanjut dan

m 1b kar petumju Hepida bawahannya.
al en i D4 laporsn masing-masing kepada
L },f”‘i\ 3 an, fempug wajib disampaikan pula kepada

}f! \ jan GrgantsasiTain vang secara fungsional mempunyai
/: \.{‘g ungan-kerja.
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BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 16

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan.



BAB IX
ESELON JABATAN
Pasal 17

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Il a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV a atau
Jabatan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18 e

e
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Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantup/défam
lampiran yang merupakan bagian tidak tega).saﬁ'kan dari
Peraturan Bupati ini. '

( - |
f‘ il Ht kan-‘-pé_j \pa, strul turfal sesuai dengan Peraturan Bupati
n iy || | U2

,../-',//'/4;{:“ f\JJ
ic’}fgu LEB \"i i mul

[ h ) =

'1 '“n[? Péja %ft ‘yang “ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi

‘,f berda,sarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021

f "‘:_ ,,,téntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

" serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai
dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember .
pada tanggal 2 Tdowan 2022

BUPATI JEMBER,
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pada tanggal X Febwnw an 2022 / /{// /ﬂ /\ \1 rl‘\ 5, e
. J / H -//‘,_,//‘




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

- NOMOR : [~ TAHUN 2022 <
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ’PBGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER =

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS e T
— . e P //////
— s : " o
ekretariat -
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / 1; : = B
// ey T 'H e
,/ —1/ / \ { AT :
’[ L ﬁu &33} _-Sub Bagian KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
sl ¥ qfém L ___/ﬂrj ~ Perencanaan dan
a;an Pelaporan
i 1 [ 1 J an?gaw e
—E gl # | A=
= il L =
AR
. 1 G \ bt = .
Bidang | Bi g T ’ Bidang Pelayanan Bidang Sumber Daya
Kesehatan Masyarakat _{ n j:gs a | Kesehatan Kesehatan
T eng ]al’ n P@yaklt
s
I
___KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ’;,//"IfELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
./P’//v’/,A
BUPATI JEMBER,
ttd
UPTD UOBK HENDY S




